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Seorangpejabat,
termasukpresiden
danwakilpresiden,
harusmaudikritik
sebagaibagiandari
_carab rdemofm: ]
S yang, '

nmngpmmmpin;tka
tidakemaudikritik
menandakanbahwa
diabelumsiapuntuk
menjadipemimpin.

encana pemerintah me-
ngajukan  RUU KUHP
(Pidana) yang masih me-
ngandung pasal-pasal yang an-
tidemokrasi dan mengesam-
pingkanperlindunganhakasasi
manusia sungguh diluar duga-
an.Halinikarena Pasal 265 dan
266 RUUKUHP (Pidana) justru

~merupakan fotokopi dari Pasal
+ 154-157 KUHP (Pidana) yang

berasal dari Kitab Hulum Pida-
na Belanda (Wethoek van Stra-
frecht) yang diilhami Kitab Hu-
kumPidana Prancisyangmeru-
pakanbagian dari Code Napo-
leon (terdiri atas Code de civil,
Code de commerce dan Code de
penal). Namun, sebenarnya Be-
landadan Prancis sendirisudah
lamatidakmenggunakanpasal-
pasal yang dapat menghalangi
atau membatasi kemerdekaan
danhakasasimanusiatersebut,
Sungguh mengherankan da-
lam era demokratisasiind, khu-
susnya setelah era reformasi
yang dicetuskan pada 1998,
pasal-pasal penyebar keben-
cian (haatzaai artiekelen)
yang digunakan pemerin-
tah kolonial untuk mem-
bungkam gerakan kemer-
dekaan digunakan lagi da-
lam perangkat KUHP (Pi-
dana)Indonesiayangbaru
nanti. Pemerintahan Jo-
kowi-JKketikameneruslkan
RUU KUHP (Pidana) itu se-
harugnya disertai "minder-
hefdsnota” yang menyata-
kan keberatan dengan Pa-
sal 265 dan 266 RUU
KUHF (Pidana) karena
alasanpenghormatanatas
hal asasi manusia dan ke-
merdekaanindividuy,
Soekarno suatu wak-
tu dulu pernah berkata
dalambukunyayangter-
kenal, Di Bawah Bendera

. Htevolusi, 1964 Rakyat,

yatyang sesungguh-sungguh-
“nya tidak merdeka. Segala ge-

rak-bangkitnya adalah tidak
merdeka.Segalakemaunannya,
segala pikirannya, ia segalaroh-
nya dan nyawanya adalah tidak
merdeka. Mau ini tidak leluasa,

mau itu tidak leluasa. Mau ini
adaranjau, mau itu adajurang
Mau mengeluarkan kaitik, ada
artikel 154 sampai 157 dari
buku hukum siksa; mau meng-
anjurkan kemerdekaan, ada ar-
tikel 153 bis dan ter; maumeng-
geralkan kaum buruh, teran-
cam artikel 161 bis; mau meng-
adakan aksira-
dikal,gam-

pang dicap berbahaya bagi ke-
ATHATIAT] UMUIT; mau me I]lﬁ] u-
kan perniagaan ada rintangan
bea, maumemajukan sosial ada
macam-macam S}lat‘atnya, pen-
dek kata: mau ini ada duri, mau
itnadapaku.”

Dari perkataannya tersebut
terlihat bahwa Seekarno pada
masa pemerintahannya pun te-
lah memberikan perhatian seca-
ta khusus terhadap kebebasan
berpendapat yang dihalang-
halangiolehundang-undang, Se-
harusnya setelah 70 tahun mer-
deka dan 17 tahun era reformasi
“haatzaui artiekelen” tidak lagi
digunakan dalam KUHP (Pida-
na) yangbaru. RUUKUHP (Pida-
na) tidakperlumemuat pasal-pa-
salyang tidak selaras denpan ja-
minan kemerdekaan individu.
Seolah-olah perjuangan maha-
siswa, pemuda, aktivis LSM, dan
para reforinis dalam memper-
juangkan kebebasan berpenda-
pat menjadi kurang dihargai. Pa-
dahal, mereka sudah mengor-
bankan segala-galanya untuk
mencapai tingkat demokrasi se-
perti sekarang. Walaupunmasih
jauh dari sempurna, kebebasan
sekarangyangdapatkitanilanati
adalah hasil perjuangan mereka

melalui peristiwa-peristiwa Tri-
sakti, SernanggildanIl, pencu-
likan dan penghilangan ak-
“tivis, penghultuman atag pen-
demo SDSB yang dianggap
menghina presiden, pelang-
garan hak asasi manusia,
. pembunuhandalam peristiwa
Tanjung Prick, Talang Sewu,
danlainnya.

Kritik sebagal
Komunikasi Politik
Didalam negarahukum ber-
dasarkan asas demolrasi ini,
kritik yang dilancarkan kepada
pejabat pemerintah merupa-
kanbagian dari komunikasipo-
litik dlan dapat dilakukan mela-
Iuitulisanataudemonstrasijika
komunikasi politik itu macet.
Kritik merupakan salah satu
caraketurutsertaan warga ne-

. garadalam mengawasi dan ber-
rter 5133@3? aﬁl‘aﬁlpcmﬂ’hﬁqh

tusiUUD 1 945

Seorang pejabat, termasuk
presiden dan wakil presiden, ha-
rus mau dikyitik sebagai bagian
dari cara berdemokrasi yang
efelctif. Seorang pemimpin jika
tidak mau dikritik menandalcan

bahwa dn belum siap untuk
merjadipemimpin, Haltersebiit
juga menjelaskan bahwa dia ti-
dak dapat menggunakan kritil
sebagai cerminuntukmengukur
dirinyasampai dimanaprogram
dan kebijakannya ampuh dan
benarsertabergunabagi masya-
rakat. Membalas kritik dengan
hukuman dan membawa yang
mengkritik ke pengadilan bu-
kanlah sifat seorang pemimpin
yang demokratis, tetapilebih co-
cok diimplementasikan dalam
kepemimpinan yang otoriter.
Kritilcharuslah diterima sebagai
masukan, namun disampaikan
dengan cara yang positif untuk
tjuanyangpositif pula.

Salah satu pemimpin kita
yang menggunakan kritik seba-
gai cermin untuk mengukur
sampai di mana pemerintah
provinsi DKI Jakarta efektif
adalah Gubernur Ali Sadikin
pada 1960-an dan 1970-an.
Sungguh mengherankan jika
presiden dan wakil presiden
yang terpilih melalui pemilihan
langsung malah mengembali-
kan perangkat hukum pidana
kitakepada erarepresif yang di-
gunakan padazamankolonial,

"Haatzaai Artiekelen” pada
masalampau digunakanuntuk
membungkam gerakan kemer-
dekaan oleh Inggris ditanah ja-
jahan India dan Belanda diTndo-
nesia. Padaabad ke-21 vang ser-
bamodern dan komunikasi elek-
tronik yang begitu canggih
mengakibatkan apa yang terjadi
disemua pelosol dunia dapat di-
terima dengan cepat dan segera.
Karena itu lq)mumkam politik
tentunya dapal. disampaikan de-
ngancepatc%ém efektif puIa Sam—

dakada ala-:anaka nadakemacet—
ankomunikasi politik sekarang
jika saja pemerintahan Jokowi-
JK maumendengarkan aspirasi
raltyat dan tidak terlalu mende-
ngarkan apa yang disampaikan
partaipolitil. ® g



